MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 164 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANG BANGUN TERMINAL PENUMPANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (6)
Peraturan Pemerintalh Nomor 79 Tabhun 2013 tentang
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan
tentang Pedoman Penyusunan Rancang Bangun Terminal
Penumpang;

i

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomer - 30 . Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6642);

Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

-

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40
Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan
Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 306);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan  Terminal
Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 647);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17
Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola
Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 185) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi
Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 334);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN RANCANG BANGUN TERMINAL PENUMPANG.

Menetapkan pedoman penyusunan rancang bangun terminal
penumpang sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Menteri ini.

Pedoman penyusunan rancang bangun terminal penumpang
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA digunakan
sebagai petunjuk pelaksanaan penyusunan rancang bangun
terminal dalam melakukan perencanaan pembangunan dan
pengembangan terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C.

Penyusunan rancang bangun  terminal penumpang

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus

memperhatikan:

a. prakiraan volume angkutan yang dilayani;

b. sinkronisasi tata letak fasilitas terminal penumpang;

c. pola pergerakan kendaraan dan pola pergerakan orang di
dalam terminal,

d. manajemen dan rekayasa lalu lintas di dalam dan di
sekitar terminal; dan

e. arsitektural dan lanskap terminal.

Dalam penyusunan rancang bangun terminal penumpang
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus
dilengkapi dengan buku kerja rancang bangun terminal.

Buku kerja rancang bangun terminal sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEEMPAT disusun sesuai dengan pedoman
yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.






